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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem jam kerja dan 

waktu istirahat awak kapal KMP Jatra III berdasarkan ketentuan Maritime Labour 

Convention (MLC) 2006. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

melalui observasi, wawancara mendalam terhadap enam awak kapal (Mualim I, 

Mualim II, Mualim III, Mualim IV, Serang/Bosun, dan Kelasi), serta analisis 

dokumen selama praktik laut selama 12 bulan (11 Juni 2024 – 12 Juni 2025). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar awak kapal bekerja 

melebihi batas maksimal yang ditentukan MLC 2006, yakni 14 jam per hari atau 72 

jam per minggu, dan sering tidak mendapatkan waktu istirahat minimal 10 jam per 

hari. Kelelahan fisik (pegal, mengantuk) maupun mental (hilang fokus, stres) 

banyak dialami oleh kru, diperparah dengan kurangnya kontrol personal terhadap 

jadwal kerja serta tekanan operasional yang tinggi. Selain itu, dokumen wajib 

seperti Shipboard Working Arrangement dan Rest Hour Record tidak tersedia atau 

tidak diisi, sehingga pelanggaran tidak dapat dimonitor dengan baik. Berdasarkan 

teori Fatigue Hockey (2013), kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan 

kerja dan menurunkan kinerja operasional. Rekomendasi penelitian ini adalah 

perlunya konsistensi penerapan jadwal shift, penambahan jumlah kru saat periode 

sibuk, pencatatan jam kerja dan istirahat secara disiplin, serta peningkatan 

sosialisasi hak-hak awak kapal sesuai MLC 2006. 

 

Kata Kunci :  Jam kerja, MLC 2006, istirahat, kelelahan kerja, Awak kapal 
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Evaluation of Crew Compliance with 

 Working Hours and Rest Time on KMP Jatra III Based  
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Supervised by : Dr. Ir. Andri Yulianto, M.T.,IPM.,M.Mar.E.  and 

 Elfita Agustini, S.E., M.M 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This study aims to evaluate the implementation of the working hours and rest 

time system of crew members on board KMP Jatra III in accordance with the 

Maritime Labour Convention (MLC) 2006. A qualitative descriptive approach was 

employed, with data collected through observation, in-depth interviews with six 

crew members (Chief Officer, Second Officer, Third Officer, Fourth Officer, 

Bosun, and Ordinary Seaman), and document analysis conducted during a 12-month 

sea practice (June 11, 2024 – June 12, 2025).  

The findings revealed that most crew members exceeded the MLC 2006 limits 

of 14 working hours per day or 72 hours per week, and frequently failed to obtain 

the minimum rest requirement of 10 hours per day. Both physical fatigue 

(drowsiness, body aches) and mental fatigue (loss of focus, stress) were reported, 

exacerbated by the lack of personal control over work schedules and high 

operational pressures. Furthermore, required documents such as the Shipboard 

Working Arrangement and Rest Hour Record were either unavailable or not 

maintained, preventing effective monitoring of compliance. Based on Hockey’s 

(2013) fatigue theory, these conditions increase the risk of accidents and reduce 

operational performance. The study recommends consistent implementation of shift 

schedules, additional crew allocation during peak operations, disciplined 

documentation of work and rest hours, and improved education for seafarers 

regarding their rights under the MLC 2006. 

 

Keywords: working hours, MLC 2006, rest time, work fatigue, crew 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau 

yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk mendukung mobilitas 

masyarakat dan distribusi logistik nasional, transportasi laut berperan sangat 

vital, terutama dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau 

oleh transportasi darat dan udara. Dalam hal ini, kapal penyeberangan seperti 

KMP Jatra III memiliki peranan penting sebagai sarana penghubung 

antarpulau, khususnya di rute-rute padat seperti Merak–Bakauheni (Wahyuni, 

Sunusi, Jaya, & BN, 2020).  

Namun, di balik peran pentingnya dalam konektivitas nasional, awak 

kapal sebagai pelaksana utama operasional kapal dihadapkan pada tuntutan 

kerja fisik dan mental yang berat. Mereka sering kali bekerja dalam kondisi 

lingkungan yang terbatas, terpencil, dan menghadapi tekanan tinggi, baik dari 

segi waktu maupun keselamatan operasional. Menurut Maritime Labour 

Convention (MLC) 2006, jam kerja maksimal pelaut adalah 14 jam per hari dan 

72 jam per minggu, atau sebaliknya harus mendapatkan waktu istirahat 

minimal 10 jam per hari dan 77 jam per minggu (Kementerian Ketenagakerjaan 

RI, 2006). Ketentuan ini diperkuat oleh STCW Amandemen Manila 2010 yang 

menetapkan hak istirahat wajib sebagai syarat keselamatan kerja (Mawardi, 

2021). 

Sayangnya, implementasi ketentuan tersebut di lapangan masih jauh dari 

ideal. Berdasarkan laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi 

(KNKT), pada periode 2017–2023 ditemukan sejumlah kecelakaan kapal yang 

berkaitan dengan kelelahan awak akibat jam kerja berlebih. Kelelahan ini 

menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan pengambilan keputusan, dan 

peningkatan risiko kecelakaan laut. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran 

terhadap batas jam kerja dan kurangnya waktu istirahat tidak hanya berdampak 

pada kesehatan awak kapal, tetapi juga berpotensi besar terhadap keselamatan 

pelayaran (KNKT, 2023; Hockey, 2013). 
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Di sisi lain, perusahaan pelayaran sering mengabaikan pentingnya 

dokumentasi kerja seperti Shipboard Working Arrangement dan Rest Hour 

Record. Padahal, dokumen ini diwajibkan dalam MLC 2006 sebagai alat 

kontrol dan evaluasi terhadap kepatuhan sistem kerja (Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, 2006). Selain itu, beberapa penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa banyak kru kapal tidak mengetahui secara rinci hak-hak 

mereka menurut MLC, dan bekerja hanya berdasarkan instruksi tanpa kontrol 

terhadap jadwal kerja mereka sendiri (Yulianto, Hanik, & Nabila, 2023). 

Kesenjangan (gap) antara regulasi internasional dan praktik di lapangan 

menjadi masalah utama yang perlu dievaluasi. Meskipun Indonesia telah 

meratifikasi MLC 2006 melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2016, 

pelaksanaannya masih menemui banyak kendala, mulai dari kesadaran hukum 

yang rendah hingga tidak tersedianya sumber daya manusia yang mencukupi 

untuk menjalankan shift kerja yang sehat (UU RI No. 15 Tahun 2016; Aprillia, 

Mulyatno, Mursid, & Yulianti, 2023). 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penting dilakukan 

penelitian yang mengkaji kepatuhan sistem jam kerja dan waktu istirahat di 

atas kapal terhadap standar internasional. Penelitian ini akan difokuskan pada 

kapal KMP Jatra III dengan pendekatan evaluatif terhadap pelaksanaan MLC 

2006, serta menggunakan teori kelelahan kerja dari Hockey (2013) sebagai 

kerangka analisis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rekomendasi perbaikan bagi perusahaan pelayaran dan regulator untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, sehat, dan aman bagi 

awak kapal. 

Sistem shift jaga di KMP Jatra III dilaksanakan dengan pola per dua trip. 

Pada saat kapal akan sandar di Pelabuhan Bakau, shift jaga berikutnya 

diwajibkan untuk standby dan membantu hingga kapal benar-benar sandar, 

kemudian tetap standby sampai pergantian shift dilakukan ketika kapal tiba dan 

sandar di Pelabuhan Merak. Berdasarkan pola tersebut, shift kerja awak kapal 

KMP Jatra III berlangsung selama ±6–7 jam per periode jaga. Dalam 24 jam, 

setiap ABK mendapat giliran jaga sebanyak dua kali, sehingga total waktu 

dinas jaga di KMP Jatra III berkisar antara 12 hingga 14 jam per hari. 
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Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Kepatuhan Jam Kerja dan Waktu Istirahat 

Awak Kapal KMP Jatra III Terhadap Maritime Labour Convention (MLC) 

2006”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai 

kesenjangan antara aturan internasional dan praktik lapangan, serta 

merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan 

kerja dan kesejahteraan awak kapal. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sistem jam kerja dan waktu istirahat awak kapal Jatra 

III dibandingkan dengan ketentuan Maritime Labour Convention (MLC) 

2006 ? 

2. Apa solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan sistem 

kerja di KMP Jatra III terhadap standar MLC 2006 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sistem jam kerja awak kapal Jatra III berdasarkan 

Maritime Labour Convention (MLC) 2006  

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi yang dapat diusulkan guna 

meningkatkan kepatuhan sistem kerja di KMP. Jatra III terhadap Maritime 

Labour Convention (MLC) 2006  

D. Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan di kapal KMP Jatra III selama praktik laut 12 bulan 

(Juni 2024–Juni 2025). Fokus penelitian pada evaluasi jam kerja, waktu 

istirahat, serta kepatuhan terhadap MLC 2006. 

E. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan mempertimbangkan beberapa komponen penelitian dan 

penulisan KKW ini, beberapa manfaat yang penulis harap dapat tercapai 

antara lain : 
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a. Untuk referensi pembaca mengenai pengaruh waktu istirahat terhadap 

kinerja awak kapal. 

b. Untuk dapat dijadikan bahan masukan dan pengalaman baru sebagai awal 

menuju dunia kerja dimasa mendatang. 

c. Sebagai perbandingan antara ilmu yang dipelajari secara akademis di 

kampus dengan pengalaman langsung yang didapat di lapangan selama 

pelatihan kelautan di atas kapal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

 Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai dampak 

waktu istirahat terhadap kinerja pelaut. 

b. Bagi Perusahaan 

 Memberikan saran yang sekiranya bermanfaat untuk dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai perlindungan dan 

kesejahteraan awak kapal. 

c. Bagi Awak kapal 

Digunakan untuk sarana bagi Awak kapal diatas kapal agar dapat 

melaksanakan kerja dengan aman dan mendapatkan haknya dengan baik. 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil penelitian yang 

relevan agar hasil penelitian yang didapatkan lebih akurat. Digunakan 

penelitian yang membahas tentang Evaluasi Kepatuhan Jam Kerja Dan 

Waktu Istirahat Awak Kapal Terhadap Maritime Labour Convention 

(MLC) 2006. 

                 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1. Ritma (2022) Penerapan Maritime 

Labour Convention (MLC) 

Terhadap Jam Kerja dan 

Jam Istirahat Di Atas KM 

CTP Delta 

Salah satu penyebab terjadinya jam 

kerja berlebihan (over time) di 

KMP CTP Delta adalah 

keterlambatan proses bongkar muat 

akibat kerusakan alat, persoalan 

dokumen, atau keterlambatan 

penyiapan dum truk. Hal ini 

menyebabkan Awak kapal 

senantiasa siap untuk bekerja dan 

berdampak buruk pada kebugaran 

mereka. Kurangnya waktu istirahat 

menjadi permasalahan utama akibat 

kelebihan waktu kerja. 

2. Aprillia, 

Mulyatno, 

Mursid, dan 

Yulianti (2023) 

dari Universitas 

Diponegoro 

Analisis Penerapan Jam 

Kerja an Waktu Istirahat 

Awak Kapal Berdasarkan 

MLC 2006 serta Pengaruh 

terhadap Kinerja dan 

Keselamatan Kerja 

Waktu istirahat merupakan prioritas 

utama, dengan kondisi mental, 

lingkungan kerja, dan tingkat 

kejenuhan turut mempengaruhi 

kinerja awak kapal. Durasi tidur 

menjadi faktor kunci dalam 

mendukung kinerja dan 

keselamatan kerja. 
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3. Roesfiansjah 

(2018) 

Analisis Kesiapan 

Indonesia dalam 

Implementasi Maritime 

Labour Convention 2006 

di Sektor Pelayaran 

Nasional 

penerapan standar ketenagakerjaan 

maritim masih menghadapi 

tantangan berupa lemahnya 

pengawasan, belum adanya 

mekanisme kontrol jam kerja yang 

efektif, serta rendahnya pemahaman 

pelaut terhadap hak-hak mereka. 

4. Arifin dan Syaiful 

(2022) 

Evaluasi terhadap 

penerapan ketentuan jam 

kerja dan waktu istirahat di 

kapal milik PT Pelni 

berdasarkan MLC 2006 

praktik di lapangan belum 

sepenuhnya sesuai regulasi, 

terutama dalam hal pencatatan jam 

kerja (Rest Hour Record) yang 

belum berjalan disiplin, serta 

kurangnya sosialisasi terhadap kru 

mengenai ketentuan istirahat 

minimum. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya 

pelatihan dan pengawasan intensif 

terhadap implementasi regulasi 

internasional tersebut. 

Sebagian besar penelitian membahas secara umum, sedangkan 

penelitian ini fokus pada evaluasi praktis di KMP Jatra III dengan analisis 

kelelahan berdasarkan teori Hockey (2013). 

2. Teori Pendukung yang relevan 

a. Evaluasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2004), evaluasi adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif 

yang tepat dalam mengambil keputusan. Evaluasi diartikan juga 

sebagai suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan (Muryadi, 2017). 

Dalam penelitian mengenai penerapan jam istirahat awak kapal 

berdasarkan MLC 2006 ini, evaluasi melibatkan analisis terhadap 

efektivitas dan dampak bagi awak kapal terhadap kebijakan yang 
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berlaku dan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah penerapan 

mengenai jam istirahat awak kapal telah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

b. Dinas Jaga  

 

Gambar 2. 1 Awak Kapal KMP Jatra III Saat Dinas Jaga di Anjungan 

 Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Dinas jaga merupakan salah satu aspek fundamental dalam 

operasional kapal yang bertujuan untuk menjamin keselamatan 

pelayaran, keamanan kapal, dan kelancaran operasional selama kapal 

berlayar maupun berada di pelabuhan. Menurut ketentuan Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 

Amandemen Manila 2010, dinas jaga adalah periode waktu di mana 

seorang perwira atau awak kapal ditugaskan secara resmi untuk 

melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penanganan tugas-tugas 

tertentu sesuai bidangnya, baik di anjungan (bridge watch), di kamar 

mesin (engine watch), maupun di dek (deck watch). 

Pelaksanaan dinas jaga memerlukan kesiapan fisik dan mental 

yang optimal dari petugas jaga. Hal ini dikarenakan tugas jaga tidak 

hanya bersifat rutin, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan tinggi 

terhadap potensi bahaya seperti perubahan cuaca, lalu lintas laut yang 

padat, gangguan teknis kapal, maupun situasi darurat. STCW mengatur 
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bahwa pengaturan jam kerja dan waktu istirahat harus 

mempertimbangkan faktor kelelahan Awak kapal (fatigue), karena 

kelelahan dapat mengurangi kewaspadaan dan meningkatkan risiko 

kecelakaan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran, awak kapal adalah orang yang bekerja atau 

dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk 

menjalankan tugas sesuai jabatan yang tertera dalam buku sijil. Dalam 

pelaksanaannya, struktur organisasi di atas kapal telah diatur lebih 

lanjut melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan 

Pelabuhan (PM 17/2023), yang turut mencerminkan pembagian kerja 

serta tanggung jawab antar bagian seperti perwira dek, perwira mesin, 

dan bagian permakanan. 

Rapat informal seperti yang tergambar menunjukkan adanya 

budaya kerja kolaboratif serta mekanisme evaluasi dan penyampaian 

informasi, yang merupakan bagian penting dalam mendukung 

keselamatan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi 

pelayaran dan ketenagakerjaan internasional, termasuk Maritime 

Labour Convention (MLC) 2006 yang tercantum dalam buku sijil. 

Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2023 tentang organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (PM 17/2023) 

mengenai struktur organisasi diatas kapal sebagai berikut : 

a) Perwira Bagian Deck (Deck Department) 

(1) Kapten (Nahkoda/Captain) 

(2) Mualim 1 (Chief Officer) 

(3) Mualim 2 (Second Officer) 

(4) Mualim 3 (Third Officer) 

(5) Markonis (Radio Officer) 

b) Perwira Bagian Mesin (Engine Department) 

(1) KKM (Kepala Kamar Mesin)/CE 

(2) Masinis 1 (First Engineer) 
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(3) Masinis 2 (Second Engineer) 

(4) Masinis 3 (Third Engineer) 

c) Ratings atau bawahan 

(1)  Bagian Deck 

(a) Bosun (Boatswain) 

(b) Juru Mudi (Able Bodied Seamen) 

(c) Kelasi (Ordinary Seamen) 

(2) Bagian Mesin 

(a)  Mandor (Kepala Kerja Oiler dan Wiper) 

(b)  Juru Las (Fitter) 

(c)  Juru Minyak (Oiler) 

(d)  Wiper 

(3) Bagian Permakanan 

(a)  Juru Masak (cook) 

(b)  Pembantu (Mess Boy) 

Struktur yang dijelaskan di atas tidak sesuai dengan yang ada di 

atas kapal. Karena semua itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan 

masing-masing dalam menentukan keputusannya dalam rangka efisien 

pengeluaran. Beberapa bagian sengaja dihilangkan atau ditiadakan 

karena faktor tersebut, sehingga menyebabkan pekerjaan di atas kapal 

menjadi menumpuk dan memungkinkan seringnya terjadi overtime 

karena kekurangan awak kapal. 

B. Landasan Teori 

1. Landasan Hukum 

a. Maritime Labour Convention (MLC) 2006 

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 adalah perjanjian 

internasional yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi awak kapal. 

Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengadopsi MLC 2006 pada 

tahun 2006 dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2010. 

Indonesia telah meratifikasi MLC 2006 pada tahun 2006, yang 

berarti Indonesia berkomitmen menerapkan standar ketenagakerjaan 

maritim yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. MLC 2006 berperan 
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penting dalam memastikan kesejahteraan awak kapal terjamin, dan 

industri pelayaran menjadi lebih adil dan berkelanjutan. 

Pokok-Pokok Aturan dalam MLC (Maritime Labour Convention) : 

1) Peraturan 2.3 – Jam Kerja dan Jam Istirahat 

Tujuan : Untuk memastikan bahwa para awak kapal yang bekerja 

di atas kapal memiliki jam kerja atau jam istirahat yang teratur. 

a) Setiap negara anggota harus memastikan bahwa jam kerja atau 

jam istirahat awak kapal telah diatur. 

b) Setiap negara anggota harus menetapkan jam kerja maksimum 

atau jam istirahat minimum dalam jangka waktu tertentu yang 

konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam kaidah. 

2) Peraturan A2.3 – Jam Kerja dan Jam Istirahat 

a) Setiap awak kapal memiliki standar yang menentukan suatu 

jumlah maksimum jam kerja yang wajib tidak melebihi jangka 

waktu yang ditetapkan, atau jumlah minimum jam istirahat yang 

wajib diberikan dalam suatu jangka waktuyang ditetapkan. 

b) Dalam menetapkan, setiap Awak kapal wajib memiliki jam kerja 

yang didasarkan pada delapan jam sehari dengan satu hari 

istirahat perminggu dan istirahat pada hari libur nasional dan 

mempertimbangkan bahaya yang diakibatkan oleh kelelahan. 

3) Pedoman B2.3 – Jam Kerja dan Jam Istirahat 

a) Untuk tujuan standar ini, istilah : 

(1) Jam kerja adalah waktu dimana awak kapal diwajibkan untuk 

melakukan pekerjaan di atas kapal 

(2)  Jam istirahat adalah waktu di luar jam kerja; istilah ini tidak 

termasuk waktu istirahat singkat. 

b) Standar ini menetapkan jumlah jam kerja maksimum yang tidak 

boleh dilampaui dalam jangka waktu yang ditetapkan, atau 

jumlah jam istirahat minimum yang harus diberikan dalam jangka 

waktu yang ditetapkan. 

c) Setiap negara anggota mengakui bahwa standar jam kerja normal 

untuk awak kapal, seperti halnya untuk pekerja lain, harus 
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didasarkan pada delapan jam sehari dengan satu istirahat per 

minggu dan istirahat pada hari libur nasional. Namun, hal ini 

tidak menghalangi negara anggota untuk memiliki prosedur untuk 

mengesahkan atau mendaftarkan perjanjian bersama yang 

menentukan jam kerja normal awak kapal yang pada dasarnya 

tidak kurang menguntungkan dari standar ini. 

d) Dalam menentukan standar nasional, setiap negara anggota harus 

mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan oleh kelelahan 

awak kapal, terutama mereka yang tugasnya melibatkan 

keselamatan dan keamanan kegiatan operasional kapal. 

Batasan jam kerja atau jam istirahat sebagai berikut : 

(1)   Jam kerja maksimum tidak melebihi : 

(a) 14 jam dalam periode 24 jam; dan 

(b)    72 jam dalam periode tujuh hari 

(2) Jam istirahat minimum tidak kurang dari : 

(a) 10 jam dalam periode 24 jam; dan 

(b) 77 jam dalam periode tujuh hari 

b. UU No.15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour 

Convention (MLC) 2006 

UU No. 15 Tahun 2016 ini berisi tentang pengesahan Maritime 

Labour Convention (MLC) 2006 di Indonesia. Pada bagian pokok- pokok 

isi MLC 2006 dalam peraturan ini menyatakan bahwa setiap kapal yang 

berbendera Indonesia wajib memenuhi standar internasional yang terkait 

dengan kondisi kerja dan hidup yanglayak, upah yang adil, waktu kerja 

yang wajar, keselamatan, dan kesehatam kerja serta perlindungan sosial 

(Fakhrurrozi & Ridwan, 2021). 

c. Ketentuan mengenai pemberian jam istirahat awak kapal diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang merupakan perubahan 

ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

Peraturan ini menegaskan hak-hak awak kapal, yang meliputi: 

1) Jam kerja (hours of work) dan jam istirahat (hours of rest) yang 

sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja pelaut.  



12 
 

2) Gaji yang layak sesuai perjanjian kerja laut dan peraturan 

perundang-undangan 

3) .Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pengembalian ke 

tempat asal setelah kontrak kerja berakhir. 

4) Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami 

kecelakaan atau gangguan operasional. 

5) Kesempatan mengembangkan karier melalui pelatihan dan 

sertifikasi sesuai ketentuan. 

6) Penyediaan akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, dan minuman 

yang layak bagi awak kapal. 

7) Pemeliharaan dan perawatan kesehatan, termasuk pemberian 

asuransi kecelakaan kerja bagi awak kapal. 

 Ketentuan ini menjadi acuan bagi perusahaan pelayaran untuk 

memastikan bahwa pengaturan jam kerja dan waktu istirahat awak kapal 

tetap mematuhi standar nasional yang sejalan dengan konvensi 

internasional, seperti Maritime Labour Convention (MLC) 2006. 

d. Pasal 21 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 tentang 

Kepelautan 

Dalam peraturan ini menyatakan bahwa setiap Awak kapal harus 

diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka 

waktu (dua puluh empat) jam yang dapat dibagi 2, yang salah satu di 

antaranya tidak kurang dari 6 (enam) jam kecuali dalam keadaan darura. 

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Jam Kerja dan Istirahat Kerja (PP No. 35/2021). 

Menurut UU ketenagakerjaan standar jam kerja, yaitu: 

1. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk6 

hari kerja dalam 1 minggu; atau 

2. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 

hari kerja dalam 1 minggu. 

Total jam kerja mingguan maksimum 40 jam dalam 1 minggu. 
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2. Landasan Teori 

a. Teori Kelelahan Kerja (Fatigue Theory) 

Kelelahan kerja (fatigue) adalah kondisi penurunan kemampuan 

tubuh akibat tekanan kerja yang berlebihan, jam kerja panjang, atau 

istirahat yang tidak memadai, yang berdampak langsung pada performa, 

keselamatan, dan kesehatan pekerja. Menurut Hockey (2013) dalam 

kajiannya mengenai fatigue and human performance, kelelahan 

merupakan keadaan fisiologis dan psikologis akibat beban kerja 

berkepanjangan yang dapat mengganggu kewaspadaan, pengambilan 

keputusan, dan refleks kerja. 

Dalam konteks kelautan, kelelahan menjadi isu krusial karena 

pelaut harus beroperasi dalam lingkungan kerja terbatas, terpencil, dan 

dengan jam kerja yang seringkali melebihi batas normal. Maritime 

Labour Convention (MLC) 2006 secara eksplisit mengatur batas jam 

kerja dan hak istirahat guna meminimalkan risiko kelelahan ini. Jika 

aturan ini dilanggar, maka pelaut akan lebih rentan terhadap kelelahan 

yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan laut, kesalahan 

navigasi, dan gangguan kesehatan. 

Menurut Hockey, R. (2013) Kelelahan kerja memiliki dua dimensi 

utama, yaitu: 

1) Fisik: menurunnya kekuatan otot, kelelahan otot akibat kerja berat 

atau terus-menerus. 

2) Mental: terganggunya konsentrasi, pengambilan keputusan, dan 

kestabilan emosi. 

Dalam studi oleh IMO (International Maritime Organization), 

kelelahan diakui sebagai penyebab utama kecelakaan laut dan menjadi 

pertimbangan penting dalam perumusan aturan STCW dan MLC. Oleh 

karena itu, teori ini sangat relevan untuk menilai apakah sistem kerja di 

kapal Jatra III telah memadai dalam mencegah kelelahan pelaut. 

Dengan demikian, Teori Kelelahan Kerja dijadikan kerangka untuk 

mengevaluasi sejauh mana pengaturan jam kerja di kapal Jatra III telah 

memenuhi standar keselamatan dan kesejahteraan kerja pelaut 
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berdasarkan MLC 2006. 

b. Hakikat Keleleahan Kerja 

Menurut Hockey (2013), kelelahan kerja (fatigue) bukan hanya 

kondisi keletihan fisik, tetapi merupakan reaksi psikofisiologis 

kompleks terhadap tekanan lingkungan kerja yang berkepanjangan. 

Kelelahan mencerminkan konflik antara tuntutan kerja dan kapasitas 

energi individu untuk mempertahankan performa. Dalam konteks 

pekerjaan pelaut, kelelahan bisa terjadi meskipun individu tampak 

masih bekerja secara fisik, namun mental dan refleksnya sudah tidak 

optimal. Kelelahan ini bersifat akumulatif, artinya jika tidak ada 

pemulihan (istirahat) yang cukup, maka dampaknya semakin besar. 

Hockey membagi kelelahan menjadi kelelahan akut (jangka pendek) 

dan kronis (jangka panjang), di mana kelelahan kronis dapat 

menyebabkan burnout, stres berat, bahkan risiko kesehatan jangka 

panjang. 

c. Interaksi Jam Kerja Kontrol Kelelahan (Model Hockey) 

Robert Hockey menjelaskan bahwa kelelahan dipengaruhi oleh 

tiga komponen utama yang saling berinteraksi: 

1) Jam kerja dan intensitas tugas 

2) Tingkat kontrol personal terhadap tugas atau waktu 

3) Tuntutan eksternal dari lingkungan kerja 

Jika salah satu dari ketiga faktor ini tidak seimbang – misalnya 

jam kerja tinggi dan kontrol rendah – maka kelelahan sangat mungkin 

terjadi. Pada kapal Jatra III, kondisi ini dapat dilihat dari pola kerja yang 

bergantung pada instruksi mendadak dari atasan, tidak adanya log 

waktu kerja, serta tekanan operasional saat hari raya atau musim padat. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian Ketika Praktek Laut (Prala) 

selama lebih kurang 12 bulan dimulai dari tanggal 11 Juni 2024 sampai 

dengan tanggal 12 Juni 2025. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian pada karya ilmiah ini dilaksanakan di kapal Jatra III 

milik PT ASDP Indonesia Ferry dengan rute penyebrangan Merak-

Bakauheni.  

                     Gambar 3.1 KMP Jatra III 

                         Sumber : Dokumntasi Pribadi 

Sistem shift jaga di KMP Jatra III dilaksanakan dengan pola per 

dua trip. Pada saat kapal akan sandar di Pelabuhan Bakau, shift jaga 

berikutnya diwajibkan untuk standby dan membantu hingga kapal benar-

benar sandar, kemudian tetap standby sampai pergantian shift dilakukan 

ketika kapal tiba dan sandar di Pelabuhan Merak. Berdasarkan pola 
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tersebut, shift kerja awak kapal KMP Jatra III berlangsung selama ±6–7 

jam per periode jaga. Dalam 24 jam, setiap ABK mendapat giliran jaga 

sebanyak dua kali, sehingga total waktu dinas jaga di KMP Jatra III 

berkisar antara 12 hingga 14 jam per hari.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. penelitian deskriptif merupakan penelitian pemaparan tentang 

fenomena sosial tertentu, baik tunggal maupun jamak. Dapat diambil dari 

sumber tunggal atau jamak dengan metode observasi/pengamatan langsung 

atau survey (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). 

Menurut (Sugiyono dalam Wijaya, 2014) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah 

suatu metode yang menggambarkan fenomena melalui deskripsi dalam 

bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah. 

3. Instrumen Penelitian 

Untuk melakukan penelitian mengenai "Evaluasi Jam Kerja Awak 

Kapal Jatra III Berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) 2006", 

instrumen penelitian yang digunakan meliputi tiga teknik pengumpulan data 

dan mengg. Pertama, wawancara akan dilakukan dengan sejumlah awak 

kapal Jatra III untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai 

kebijakan jam kerja, waktu istirahat, dan dampaknya terhadap kinerja 

mereka. Kedua, Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang 

mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. 

Ketiga, dokumentasi lapangan akan dilakukan untuk mencatat dan 

mengamati secara langsung kondisi awak kapal dan kinerja mereka. 
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Tabel 3.1 Pedoman Wawancara 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana pengaturan jam kerja dan waktu istirahat di kapal tempat Anda 

bekerja? Apakah sudah sesuai dengan standar MLC 2006? 

2 Apa dampak dari sistem jam kerja dan waktu istirahat tersebut terhadap 

kondisi fisik dan mental Anda saat bekerja di kapal? 

3 Apakah Anda pernah mengalami kelelahan, stres, atau kehilangan fokus saat 

bekerja karena jadwal kerja yang panjang atau tidak menentu? Jelaskan. 

4 Apa saran atau masukan Anda agar pengaturan jam kerja dan waktu istirahat 

lebih seimbang dan dapat meningkatkan kinerja Awak kapal? 

  

Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini disusun 

untuk menggali secara mendalam pengalaman dan pandangan awak kapal 

terhadap pelaksanaan jam kerja dan waktu istirahat di atas kapal KMP Jatra 

III. Pertanyaan pertama bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan 

sistem kerja dan istirahat diatur serta sejauh mana kepatuhannya terhadap 

standar MLC 2006. Pertanyaan kedua dan ketiga dirancang untuk 

mengidentifikasi dampak fisik dan mental yang dirasakan kru akibat sistem 

kerja yang diterapkan, termasuk kelelahan, stres, dan gangguan konsentrasi 

yang dapat memengaruhi keselamatan kerja. Sementara itu, pertanyaan 

keempat bersifat terbuka untuk memperoleh masukan langsung dari 

informan mengenai solusi atau saran perbaikan terkait pengaturan jam kerja 

agar lebih manusiawi dan seimbang. Seluruh pertanyaan tersebut dirancang 

secara semi-terstruktur agar pewawancara dapat menggali lebih lanjut 

informasi sesuai situasi di lapangan. 
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Tabel 3.2 Checklist observasi 

No Aspek yang Diamati Kriteria Penilaian Keterangan 

1 Apakah ada pembagian shift 

kerja secara tertulis? 

  

2 Apakah jadwal kerja dan 

istirahat diikuti secara 

disiplin? 

  

3 Apakah tersedia Shipboard 

Working Arrangement? 

  

4 Apakah tersedia Rest Hour 

Record yang diisi harian? 

  

5 Apakah awak kapal mendapat 

istirahat minimal 10 jam per 

24 jam? 

  

6 Adakah gangguan istirahat 

karena instruksi mendadak? 

  

7 Terlihat tanda-tanda kelelahan 

pada kru (mengantuk, 

kelelahan fisik/mental) ? 

  

8 Apakah jumlah kru cukup 

untuk beban kerja harian? 

  

Checklist observasi dalam penelitian ini disusun untuk menilai 

secara langsung kesesuaian pelaksanaan jam kerja dan waktu istirahat awak 

kapal KMP Jatra III dengan standar yang ditetapkan dalam Maritime 

Labour Convention (MLC) 2006. Instrumen ini mencakup delapan aspek 

penting, mulai dari keberadaan jadwal kerja tertulis, konsistensi 

pelaksanaannya, hingga ketersediaan dokumen pendukung seperti 

Shipboard Working Arrangement dan Rest Hour Record. Selain itu, 

checklist juga mencatat kondisi aktual di lapangan seperti gangguan 

istirahat akibat instruksi mendadak, gejala kelelahan yang tampak pada kru, 

serta kecukupan jumlah personel untuk memenuhi beban kerja harian.  

4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang data- 

data ini diperoleh dari sumber-sumbernya langsung atau yang telah disusun 
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oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian mengenai Kebijakan 

jam kerja terhadap waktu istirahat dan kinerja awak kapal berdasarkan 

maritime labour convention (MLC) 2006. 

a. Data Primer 

Sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan sendiri oleh penulis langsung. Data ini akan 

menjadi informasi utama yang dianalisis untuk menjawab tujuan 

penelitian. Data primer pada penelitian kapal Jatra III berupa realisasi 

jam kerja dan jam istirahat awak kapal Jatra III. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama yaitu data primer, dimana data sekunder 

diperoleh dari pihak lain yang telah diolah atau dianalisis sebelumnya. 

Data sekunder pada penelitian ini berupa struktur organisasi awak kapal 

Jatra III, dan jadwal kerja awak kapal Jatra III. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung 

terhadap aktivitas kerja awak kapal. Sumber data utama berasal dari 

informan yang dipilih secara purposive, yaitu secara sengaja berdasarkan 

pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pemahaman, dan peran 

langsung dalam sistem kerja di atas kapal KMP Jatra III. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah enam orang, yaitu Heru Wahyudi (Mualim I), 

Sutryan (Serang/Bosun), Uji Fauzi (Kelasi), Alfi Moch Rizal (Mualim IV), 

Try Wahyu (Mualim II), dan Chandra Sahid (Mualim III). Ke enamnya 

dipilih karena mewakili jenjang jabatan dan fungsi kerja yang berbeda, 

sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan jam 

kerja dan waktu istirahat. Penggunaan purposive sampling dianggap relevan 

dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data 

yang mendalam dan sesuai dengan fokus studi.  

  



20 
 

5. Bagan Alir Penelitian 
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Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian 

Sumber: Penulis 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017), cara atau teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), 

dokumentasi dan gabungan ketiganya. Berikut adalah teknik pengumpulan data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Dalam penelitian, wawancara adalah proses tanya jawab yang 

dilakukan secara lisan antara peneliti dan subjek penelitian untuk 

mendapatkan informasi secara langsung. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi tentang gambaran umum penerapan jam istirahat 

dan bagaimana hal itu berdampak pada kinerja awak kapal Jatra III. 

2. Observasi 

Dalam observasi, peneliti menggunakan seluruh alat indera untuk 

mengumpulkan data dari perilaku, interaksi, atau fenomena yang diamati. 

Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengamati secara langsung 

informasi yang diperlukan untuk penelitian. Tujuannya adalah agar data 

yang diperoleh melalui metode ini dapat melengkapi informasi yang 

diperlukan serta mendukung informasi yang diperoleh melalui wawancara. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya digunakan oleh peneliti 

yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang mengandalkan penggunaan dokumen atau rekaman 

tertulis, audio, visual, atau elektronik sebagai sumber informasi. Teknik ini 

digunakan dengan cara meneliti berbagai dokumen atau sumber yang 

relevan dengan topik serta tujuan penelitian.  

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017) kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak 
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uraian dari hasil wawancara dan kuesioner. Data yangdiperoleh akan dianalisis 

secara kualitatif serta diuraikan secara deskriptif. 

 

Gambar 3.3 Alur Analisis Data Penelitian 

                                                               Sumber : Penulis 

Gambar 3.3 memperlihatkan alur analisis data dalam penelitian ini yang 

mengikuti model Miles dan Huberman, dimulai dari proses pengumpulan data, 

dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan seperti 

jam kerja, waktu istirahat, kelelahan, dan kontrol kerja. Data yang telah direduksi 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel wawancara, biodata informan, dan 

observasi lapangan, sebelum akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan terkait 

ketidaksesuaian sistem kerja di kapal KMP Jatra III dengan MLC 2006, tingkat 

kelelahan awak kapal yang tinggi, dan minimnya dokumentasi serta kontrol 

kerja. Skema ini menggambarkan proses berpikir analitis peneliti dalam 

merumuskan temuan dan rekomendasi penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-laangkah yang dikemukan Basuki Cahyadi (2003), 
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yaitu sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dari hasil  

wawancara, observasi, dokumentasi, serta dari dokumen relevan lainnya 

dikumpulkan dan disusun secara sistematis.  

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pada penyederhanaan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan data tertulis 

dilapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data yang tidak 

relevan. 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Pada penelitian ini, data yang telah melalui proses reduksi akan 

disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut menampilkan data dalam 

bentuk struktur yang terorganisir. Tabel yang digunakan berupa tabel 

statistik yang menampilkan informasi tentang durasi jam kerja dan istirahat 

awak kapal, serta frekuensi istirahat yang dilakukan. 



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data  

1. Penyajian Data 

  Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam awak kapal KMP 

Jatra III, observasi langsung, dan analisis dokumen. Informan terdiri dari 

Mualim I, II, III, IV, Bosun (Serang), dan Kelasi. 

      Tabel 4.1 Biodata Informan 

 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mewawancarai enam 

orang awak kapal KMP Jatra III yang berasal dari berbagai jabatan dan 

latar belakang. Para informan dipilih secara purposif berdasarkan 

keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas operasional kapal, 

khususnya terkait dengan sistem kerja dan pengaturan waktu istirahat. 

Profil para informan memberikan gambaran yang beragam baik dari segi 

usia, pengalaman berlayar, maupun posisi struktural di atas kapal. 

Informan pertama adalah Mualim I. Beliau berusia 45 tahun dan 

memegang peran penting dalam pengawasan operasional harian di atas 

kapal. Sebagai perwira tingkat satu, tanggung jawab Heru mencakup 

pengaturan shift kerja dan koordinasi tugas pelayaran. Meskipun detail 

pengalaman berlayar dan asal daerahnya tidak tercatat secara lengkap, 

peran beliau sangat sentral dalam manajemen kerja awak kapal. 

No Jabatan Usia Pengalaman 

Berlayar 

Asal 

1 Mualim I 45 Tahun 27 Tahun Jakarta 

2 Serang (Bosun) 36 Tahun 15 Tahun Cimahi,Bandung 

3 Kelasi 36 Tahun 11 Tahun Serang Banten 

4 Mualim IV 31 Tahun 9 Tahun Tasik, Bandung 

5 Mualim II 46 Tahun 24 Tahun Jakarta 

6 Mualim III 44 Tahun 23 Tahun Bandung 
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Informan kedua adalah Serang (Bosun), menjabat sebagai Serang 

atau Bosun, yaitu kepala bagian pelaksana di dek. Berusia 36 tahun dan 

berasal dari Cimahi, Bandung, Sutryan telah memiliki pengalaman 

berlayar selama 15 tahun. Dengan posisi ini, ia bertanggung jawab 

langsung dalam membagi tugas kepada anak buah kapal (ABK) di dek dan 

menjadi penghubung utama antara perwira dek dan pelaksana lapangan. 

Informan ketiga adalah seorang Kelasi berusia 36 tahun dengan 

pengalaman berlayar selama 11 tahun. Ia berasal dari Serang, Banten. 

Sebagai salah satu pelaksana lapangan, Uji terlibat langsung dalam 

aktivitas fisik di kapal seperti pengikatan, pembersihan, dan tugas-tugas 

operasional lainnya yang bersifat rutin maupun insidental. Perspektifnya 

mencerminkan realitas jam kerja dari sudut pandang kru tingkat bawah. 

Selanjutnya, Mualim IV, menjabat sebagai Mualim IV, atau perwira 

dek tingkat pemula. Ia berusia 31 tahun dan berasal dari Tasik, Bandung, 

dengan pengalaman berlayar selama 9 tahun. Meskipun berada pada 

tingkat perwira junior, Alfi memiliki tanggung jawab dalam pelaporan, 

pendampingan kegiatan jaga, dan sering kali menjadi penghubung antara 

struktur perwira dan pelaksana lapangan. 

Informan kelima adalah Mualim II yang berusia 46 tahun yang 

berasal dari Jakarta. Ia memiliki pengalaman berlayar yang sangat 

panjang, yakni selama 24 tahun. Dengan pengalaman tersebut, Try 

memberikan banyak masukan dari sudut pandang perwira menengah yang 

sehari-hari bertugas dalam navigasi, perencanaan pelayaran, serta rotasi 

shift jaga. 

Informan terakhir adalah Mualim III. Posisinya sebagai perwira 

ketiga mengindikasikan keterlibatan aktif dalam jaga navigasi dan 

pendampingan operasional dek. Ia mewakili sudut pandang kru yang 

berada di posisi transisi antara pelaksana teknis dan pengambil kebijakan 

operasional. 
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2. Analisis data 

 

 

Gambar 4.1 Deck Log Book KMP Jatra III yang menunjukkan jam jaga 

melebihi 14 jam/hari pada kondisi padat lalu lintas 

Sumber : Dokumen Kapal 
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Gambar 4.1 Deck Log Book KMP Jatra III yang menunjukkan jam jaga 

melebihi 14 jam/hari pada kondisi padat lalu lintas 

Sumber : Dokumen Kapal 
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Berdasarkan dokumen deck log book (Gambar 4.1), terlihat bahwa 

pada saat kondisi lalu lintas padat, awak kapal harus melaksanakan dinas 

jaga lebih dari 14 jam dalam 24 jam. Hal ini jelas menunjukkan adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan MLC 2006, yang membatasi jam kerja 

maksimal 14 jam per hari. Situasi ini memperkuat temuan penelitian 

bahwa sistem kerja di KMP Jatra III masih berisiko tinggi menimbulkan 

kelelahan (fatigue). 

Tabel 4.2 Standar MLC 2006 

No Uraian Standar 

1 Jam Kerja 14 jam/hari, 72 jam/minggu 

2 Waktu Istirahat 10 jam/hari, 77 jam/minggu  

 

Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Pengumpulan Data Jam Kerja dan Waktu 

Istirahat ABK KMP. Jatra III 

No Uraian Data 

1 Jam Kerja Sering lebih dari 14 - 15 jam/hari 

2 Waktu Itirahat Tidak selalu mencapai 10 jam/ hari 

 

Tabel 4.4 Perbandingan Antara Standar MLC dan Hasil Pengamatan di 

Kapal 

 

No 

 

Uraian 

Perbandingan data   

Kesesuaian 
Standar MLC 2006 Kondisi di  

KMP Jatra III 

1 Jam Kerja Maks. 14 jam/24 

jam, 72 jam/7 hari 

14–15 jam/hari, 

kadang lebih saat 

musim padat. 

❌ Tidak sesua 

2 Waktu 

Istirahat 

Min. 10 jam/24 

jam, 77 jam/7 hari 

Sering <10 jam/hari, 

terganggu panggilan 

darurat 

❌ Tidak sesua 

3 Shipboard 

Working 

Arrangement 

(SWA) 

Wajib tersedia 

tertulis 

Tidak tersedia ❌ Tidak sesua 

4 Rest Hour 

Record 

Wajib diisi harian Tidak diisi ❌ Tidak sesua 
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5 Kontrol 

personal 

terhadap 

jadwal 

Jadwal harus 

konsisten & 

diketahui kru 

Minim, bergantung 

instruksi mendadak 

❌ Tidak sesua 

6 Beban kerja 

vs jumlah 

kru 

Harus proporsional Kru terbatas, beban 

menumpuk 

❌ Tidak sesua 

 

  Data penelitian ini diperoleh melalui kombinasi metode wawancara 

mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung terhadap enam 

orang informan yang memiliki peran berbeda di atas KMP Jatra III. 

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki 

pengalaman, pemahaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan 

sistem jam kerja dan waktu istirahat di kapal. 

  Proses wawancara dilakukan secara tatap muka selama peneliti 

melaksanakan praktik laut (sea project) di kapal tersebut. Wawancara 

menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya 

(terlampir dalam Tabel 3.1 Pedoman Wawancara), yang mencakup aspek 

pengaturan jam kerja, waktu istirahat, dampak kelelahan fisik dan mental, 

serta saran perbaikan sistem kerja. Setiap informan memberikan 

penjelasan berdasarkan pengalaman pribadi selama bertugas, sehingga 

diperoleh gambaran faktual tentang praktik yang berjalan di lapangan. 

  Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif 

dengan mengikuti aktivitas operasional harian di kapal. Observasi ini 

berfokus pada kedisiplinan pelaksanaan jadwal kerja, gangguan terhadap 

waktu istirahat, tanda-tanda kelelahan awak kapal, serta ketersediaan 

dokumen pendukung seperti Shipboard Working Arrangement dan Rest 

Hour Record (mengacu pada Tabel 3.2 Checklist Observasi). 

  Hasil kombinasi wawancara dan observasi tersebut kemudian 

dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul dibandingkan dengan 

ketentuan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 untuk menilai 

kesesuaian praktik lapangan dengan standar internasional. Seluruh temuan 
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diuraikan dalam bagian Analisis Data dan Pembahasan, dengan kutipan 

langsung dari informan yang memperkuat keabsahan data (data validity) 

dan memberikan konteks yang jelas terhadap setiap permasalahan yang 

ditemukan. 

a. Jam Kerja Tidak Konsisten dan Melebihi Batas MLC 2006 

Mayoritas responden menyatakan bahwa jam kerja sering tidak 

teratur, bergantung pada kondisi operasional kapal. Misalnya: 

1) Mualim III menyebutkan bekerja lebih dari 14 jam    per hari, 

terutama saat ada inspeksi atau kegiatan bongkar muat. 

2) Serang (Bosun) dan (Kelasi) menyatakan bahwa jam kerja tidak 

tetap, bahkan bisa mencapai malam hari hingga keesokan harinya 

tanpa waktu istirahat yang memadai. 

Padahal, berdasarkan MLC 2006 Pasal A2.3, jam kerja 

maksimum yang diperbolehkan adalah: 

a) 14 jam dalam 24 jam, dan 

b) 72 jam dalam 7 hari. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik di kapal belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan internasional. 

b. Dampak Fisik dan Mental akibat Kelelahan 

Dampak kelelahan terlihat jelas dari pernyataan seluruh 

narasumber: 

1) Mualim I dan Mualim II menyatakan bahwa kehilangan fokus 

terjadi ketika waktu istirahat terganggu, terutama saat kapal masuk 

pelabuhan atau dalam kondisi darurat. 

2) Mualim IV melaporkan mengalami pegal-pegal dan cepat lelah 

karena tidak cukup tidur. 

3) Kelasi mengaku sering ngantuk saat kerja malam, namun tetap 

harus siap saat dipanggil siang harinya. 

Hal ini menguatkan konsep fatigue menurut Hockey (2013), yaitu 

gabungan kelelahan fisik dan mental akibat kurangnya waktu 

pemulihan. 
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c. Minimnya Kontrol Personal terhadap Jadwal Kerja 

Berdasarkan teori Hockey, kelelahan kerja akan meningkat jika 

pekerja memiliki kontrol yang rendah terhadap waktu dan tugasnya. 

Temuan dari lapangan: 

1) ABK bekerja berdasarkan instruksi langsung atasan, bukan 

berdasarkan jadwal kerja tetap. 

2) Kelasi mengatakan harus siap kapan saja dipanggil, meskipun baru 

saja menyelesaikan shift malam. 

3) Serang (Bosun) dan Mualim II mengeluhkan bahwa istirahat sering 

terganggu tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kontrol personal terhadap 

waktu kerja sangat minim, sehingga risiko fatigue makin besar. 

d. Tidak Adanya Sistem Dokumentasi Jam Kerja dan Istirahat 

Hampir semua awak kapal menyampaikan bahwa tidak ada form 

atau dokumen resmi yang mencatat jam kerja dan jam istirahat mereka. 

1) Tidak ada Shipboard Working Arrangement (SWA) 

2) Tidak ada Rest Hour Record 

Padahal, menurut MLC 2006 Pedoman B2.3, setiap kapal wajib 

mencatat jam kerja dan istirahat untuk setiap pelaut. 

Ketiadaan dokumen ini menyebabkan: 

a) Tidak ada dasar evaluasi bagi manajemen kapal 

b) Awak kapal tidak bisa melindungi haknya 

c) Rentan terjadi pelanggaran regulasi ketenagakerjaan maritim 

e. Tingkat Kesadaran terhadap MLC 2006 Masih Rendah 

Beberapa responden, seperti Sutryan dan Uji Fauzi, tampaknya 

belum memahami secara menyeluruh apa itu MLC 2006. Mereka 

bekerja berdasarkan kebiasaan di atas kapal, bukan acuan hukum 

formal. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pelatihan yang 

lebih intensif mengenai hak dan regulasi jam kerja awak kapal. 

Saran-Saran dari Awak Kapal 

Berbagai saran yang diberikan menunjukkan kebutuhan akan 

perubahan sistem kerja: 
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1) Perlu penambahan kru agar beban tidak menumpuk ((Mualim I dan 

Mualim III) 

2) Disiplin dalam jadwal istirahat, tidak boleh diganggu kecuali 

darurat (Kelasi) 

3) Rotasi shift yang lebih fleksibel dan evaluasi rutin oleh manajemen 

(Mualim II) 

4) Kesadaran pimpinan kapal untuk memperhatikan kesejahteraan 

awak, bukan hanya target operasional (Muali IV) 

Data wawancara ini sangat konsisten dengan model fatigue 

control Hockey (2013), yang menekankan bahwa jam kerja panjang, 

minim kontrol, dan tekanan eksternal adalah kombinasi utama 

penyebab kelelahan kerja pelaut. 

f. Jam Kerja dan Intensitas Tugas Tinggi: Pelanggaran terhadap Batas 

MLC 2006 

Sesuai Peraturan A2.3 MLC 2006, setiap pelaut memiliki batas 

maksimum jam kerja 14 jam per hari dan 72 jam per minggu, atau harus 

mendapat minimal 10 jam istirahat per hari dan 77 jam per minggu. 

Namun, kondisi di atas KMP Jatra III belum mencerminkan kepatuhan 

terhadap ketentuan tersebut. 

Chandra Sahid (Mualim III) menjelaskan: 

“Jam kerja di kapal cukup padat. Kadang lebih dari 14 jam kalau ada 

inspeksi atau lalulintas yang padat.” 

Mualim I juga menyebutkan bahwa pembagian shift 6 jam kerja 

dan 6 jam istirahat secara teori sudah sesuai, tetapi sering kali 

diperpanjang karena tekanan operasional, terutama saat kapal sandar di 

pelabuhan atau ketika terjadi gangguan teknis. 

Dalam model Hockey, intensitas kerja yang tinggi tanpa waktu 

pemulihan akan mempercepat munculnya kelelahan akut. Hal ini 

diperburuk dengan kondisi lapangan yang tidak terduga seperti cuaca 

buruk, keterlambatan bongkar muat, atau inspeksi dadakan, yang 

semuanya meningkatkan jam kerja melebihi standar. 
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Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa meskipun 

sistem shift 6 jam kerja dan 6 jam istirahat telah diterapkan secara 

nominal, namun pelaksanaannya tidak konsisten di lapangan. Hal ini 

menimbulkan beban kerja yang menumpuk dan waktu istirahat yang 

terganggu, terutama ketika tidak ada kru cadangan yang bisa 

menggantikan posisi saat kru utama kelelahan. Ketiadaan pengawasan 

yang ketat terhadap pelaksanaan waktu istirahat menjadi salah satu 

faktor utama mengapa pelanggaran terhadap batas maksimal jam kerja 

masih terjadi secara rutin. 

Lebih lanjut, tidak adanya dokumentasi resmi seperti Rest Hour 

Record dan Shipboard Working Arrangement membuat evaluasi 

terhadap kepatuhan jam kerja menjadi mustahil dilakukan secara 

objektif. Awak kapal tidak memiliki bukti tertulis untuk menegaskan 

hak-haknya atas waktu istirahat, sementara pihak manajemen kapal 

tidak memiliki dasar administratif untuk meninjau dan memperbaiki 

sistem kerja yang ada. Hal ini juga menyulitkan lembaga audit eksternal 

atau pengawas regulasi seperti otoritas pelabuhan untuk memverifikasi 

kepatuhan kapal terhadap standar MLC 2006. 

Dampak dari ketidakteraturan sistem ini tidak hanya 

memengaruhi aspek keselamatan kerja, tetapi juga berdampak jangka 

panjang terhadap kesehatan fisik dan mental awak kapal. Seperti 

diungkapkan oleh beberapa informan dalam wawancara, gangguan 

tidur, kehilangan fokus, dan mudah lelah menjadi kondisi yang biasa 

mereka alami dalam tugas harian. Jika tidak ditangani, hal ini 

berpotensi menimbulkan kelelahan kronis, risiko kecelakaan kerja, 

bahkan penurunan performa operasional kapal secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, diperlukan tindakan korektif yang bersifat 

struktural dan sistemik, mulai dari penerapan pengawasan internal, 

penyusunan ulang jadwal kerja berbasis rotasi yang adil, hingga 

penyediaan pelatihan dan sosialisasi regulasi MLC 2006 kepada seluruh 

awak kapal. Kesadaran terhadap pentingnya waktu istirahat tidak boleh 

hanya menjadi tanggung jawab individu pelaut, tetapi harus menjadi 
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budaya organisasi yang dibangun melalui sistem kerja yang manusiawi 

dan sesuai dengan regulasi internasional. 

g. Rendahnya Kontrol Personal Terhadap Jadwal Kerja: Faktor Pemicu 

Kelelahan Psikologis 

Komponen kedua dari model Hockey menyoroti pentingnya 

kontrol personal terhadap waktu dan tugas. Ketika pelaut tidak 

memiliki wewenang untuk mengatur waktu kerja dan istirahatnya, 

maka risiko kelelahan psikologis meningkat. 

Kelasi menyampaikan: 

“Kadang kerja pagi, kadang malam. Tidak selalu sama. 

Kadang istirahat terganggu karena panggilan tugas.” 

Pola kerja semacam ini mencerminkan minimnya kontrol 

individual, karena awak kapal harus selalu siap jika dipanggil atasan 

tanpa adanya kepastian jam istirahat. Hal ini berpotensi menimbulkan 

gangguan pada siklus tidur dan pemulihan, serta menurunkan stabilitas 

emosional dan kewaspadaan saat bertugas. Bagi pelaut yang berada 

dalam lingkungan tertutup seperti kapal, faktor kontrol personal ini 

menjadi penting untuk menjaga daya tahan fisik dan mental selama 

masa dinas yang panjang. 

Selain intensitas kerja yang tinggi, permasalahan lain yang krusial 

adalah minimnya kontrol personal awak kapal terhadap jadwal kerja 

mereka sendiri. Dalam kondisi ideal, pelaut seharusnya mengetahui dan 

bisa mengantisipasi kapan mereka harus bekerja dan kapan bisa 

beristirahat. Namun yang terjadi di KMP Jatra III menunjukkan 

sebaliknya. Awak kapal menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki 

kepastian waktu istirahat karena jadwal bersifat dinamis dan 

sepenuhnya bergantung pada perintah atasan, bukan pada jadwal yang 

telah disepakati atau disusun sebelumnya. 

Situasi ini dijelaskan oleh Kelasi yang menyatakan bahwa jadwal 

kerja bisa berganti antara pagi dan malam tanpa pola tetap, serta 

istirahat sering terganggu karena panggilan mendadak. 

Ketidakteraturan ini menyebabkan para kru sulit membangun pola tidur 
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yang sehat, dan secara bertahap menurunkan kemampuan tubuh untuk 

beradaptasi. Menurut model Hockey, rendahnya kontrol personal 

terhadap waktu kerja merupakan salah satu faktor yang memperparah 

kelelahan, karena individu tidak bisa mengatur ritme biologis dan 

emosionalnya secara mandiri. 

Minimnya kontrol juga menyebabkan kondisi psikologis kru 

menjadi lebih rentan terhadap stres. Ketika seseorang merasa tidak 

memiliki kendali atas beban atau waktu kerjanya, hal itu menciptakan 

tekanan mental yang cukup besar. Dalam konteks kerja di kapal, 

tekanan tersebut diperkuat dengan lingkungan kerja yang tertutup, 

terbatas, dan jauh dari akses dukungan eksternal. Akumulasi dari 

kurangnya kontrol dan tekanan ini bukan hanya berdampak pada 

produktivitas, tetapi juga pada stabilitas emosi, pengambilan keputusan, 

serta interaksi sosial antarawak kapal. 

Lebih jauh lagi, ketidakjelasan dalam pengaturan waktu kerja 

membuat kru kapal tidak dapat membedakan dengan jelas antara waktu 

jaga dan waktu pribadi. Ketika batas tersebut kabur, maka 

kecenderungan untuk bekerja secara berlebihan menjadi lebih tinggi 

karena adanya tekanan moral atau rasa tanggung jawab yang 

berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen kapal untuk 

menyusun jadwal kerja yang transparan, tertulis, dan konsisten, serta 

memberi ruang bagi kru untuk memiliki otonomi dalam mengelola 

waktu istirahat mereka. Hal ini sejalan dengan semangat MLC 2006 dan 

prinsip pengendalian kelelahan dalam model Hockey. 

h. Tekanan Eksternal dari Lingkungan Kerja: Beban Psikososial Tinggi 

Tekanan eksternal seperti permintaan operasi yang tinggi, 

keterbatasan jumlah kru, dan kondisi darurat juga menjadi pemicu stres 

dan kelelahan. 

Try Wahyu (Mualim II) menyatakan: 

“Kalau terlalu sering terganggu, badan tidak sempat pulih. Mental juga 

jadi mudah tertekan.” 
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Hal ini sejalan dengan dimensi ketiga dalam model Hockey, yaitu 

lingkungan kerja yang menekan. Kondisi kerja di atas kapal tidak hanya 

memengaruhi durasi kerja, tapi juga kualitas pemulihan. Saat kru harus 

bekerja terus-menerus dalam tekanan target operasional, kesehatan 

mental pun ikut terancam. 

Di samping itu, keterbatasan kru turut memperparah kondisi. 

Beberapa jabatan ditiadakan demi efisiensi biaya perusahaan, sehingga 

beban kerja jadi menumpuk pada kru yang tersedia. bahkan 

mengusulkan perlunya penambahan personel agar beban bisa terbagi. 

Selain durasi kerja dan kontrol personal, tekanan eksternal dari 

lingkungan kerja merupakan komponen penting dalam model kelelahan 

Hockey yang juga sangat relevan dengan kondisi di atas KMP Jatra III. 

Tekanan eksternal ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari jadwal 

pelayaran yang padat, permintaan operasional tinggi dari perusahaan, 

cuaca buruk yang memperpanjang waktu sandar, hingga inspeksi 

mendadak yang memaksa kru bekerja di luar waktu normal. Semua 

situasi tersebut memaksa awak kapal untuk siaga dan aktif bekerja 

dalam kondisi yang menuntut kesiapan fisik dan mental secara terus-

menerus. 

Mualim II menjelaskan bahwa ketika kapal masuk pelabuhan atau 

mengalami gangguan, waktu istirahat cenderung terganggu. Kondisi ini 

diperparah oleh tekanan untuk tetap menyelesaikan tugas sesuai target 

operasional yang telah ditetapkan. Tekanan semacam ini sering tidak 

disertai dengan penyesuaian jumlah kru atau redistribusi beban kerja, 

sehingga beban fisik dan psikologis tertumpu pada individu yang sama 

berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja tidak fleksibel 

dalam merespons tekanan lingkungan, sehingga kelelahan menjadi 

tidak terhindarkan. 

Dalam konteks teori Hockey, tekanan eksternal yang tidak 

diimbangi dengan dukungan sistem atau perlindungan struktural akan 

mempercepat transisi dari kelelahan akut menjadi fatigue kronis. 

Kondisi kerja yang terus-menerus berada dalam tekanan, tanpa 
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kepastian istirahat dan tanpa batasan waktu kerja yang jelas, akan 

melemahkan kapasitas adaptif awak kapal. Bahkan ketika mereka 

secara fisik masih mampu bertugas, kewaspadaan, pengambilan 

keputusan, dan refleks kerja sudah dalam kondisi yang menurun. Risiko 

keselamatan pun meningkat seiring dengan menurunnya performa kerja 

di bawah tekanan. 

Oleh karena itu, penting bagi manajemen kapal untuk menyusun 

sistem kerja yang mampu merespons tekanan operasional secara adaptif 

dan tidak memberatkan individu secara berlebihan. Salah satu caranya 

adalah dengan menyiapkan protokol shift cadangan saat kondisi 

darurat, atau menambahkan kru rotasi saat musim sibuk seperti libur 

nasional. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban kerja per 

individu, tetapi juga memungkinkan sistem bekerja secara 

berkelanjutan tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan kerja. 

Penanggulangan tekanan eksternal secara sistemik merupakan kunci 

untuk membangun budaya kerja yang tangguh dan sejalan dengan 

prinsip MLC 2006. 

i. Ketiadaan Sistem Dokumentasi dan Evaluasi Formal: Pelanggaran 

Administratif terhadap MLC 2006 

Pedoman B2.3 MLC 2006 mewajibkan pencatatan jam kerja dan 

istirahat awak kapal dalam bentuk Shipboard Working Arrangement 

(SWA) dan Rest Hour Record. Namun, temuan lapangan menunjukkan 

tidak adanya form pencatatan tersebut di kapal Jatra III. 

Sutryan (Bosun) mengatakan: 

“Kami kerja berdasarkan instruksi dari atasan, biasanya 8 jam sehari 

tapi bisa lebih kalau banyak kerjaan. Belum tentu selalu sesuai standar 

MLC.” 

Tidak adanya dokumen formal menyebabkan: 

1) Tidak ada dasar hukum bagi awak kapal untuk menuntut haknya 

2) Tidak tersedia data evaluatif bagi pimpinan kapal dan manajemen 

3) Rentan terhadap pelanggaran aturan internasional dan keselamatan 

kerja 
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Dokumentasi yang disiplin merupakan bagian integral dari sistem 

kerja yang efektif. Tanpa itu, pelaksanaan shift dan kontrol jam kerja 

menjadi tidak terstruktur. 

Gabungan dari tiga faktor utama jam kerja yang berlebihan, 

minimnya kontrol personal, dan tekanan eksternal yang tinggi telah 

menciptakan kondisi kerja yang rawan kelelahan di atas KMP Jatra III. 

Ketidakteraturan jadwal, beban operasional yang fluktuatif, serta 

ketiadaan perlindungan administratif melalui dokumentasi resmi 

menunjukkan bahwa sistem kerja yang berjalan belum berpihak pada 

keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan kru. Dalam 

jangka panjang, kondisi ini dapat memicu kelelahan kronis yang 

berdampak pada keselamatan pelayaran, akurasi kerja, dan kesehatan 

mental awak kapal. 

Temuan ini mempertegas urgensi dilakukannya evaluasi 

menyeluruh terhadap sistem kerja kapal yang berbasis prinsip 

pengendalian kelelahan. Penerapan Rest Hour Record dan Shipboard 

Working Arrangement harus diwajibkan dan diawasi secara aktif, tidak 

hanya sebagai bentuk kepatuhan formal terhadap MLC 2006, tetapi 

sebagai alat perlindungan kru. Selain itu, perlu adanya transparansi 

dalam penyusunan jadwal kerja, di mana kru diberi ruang untuk 

mengetahui dan mengelola waktu kerja serta istirahat mereka secara 

lebih mandiri. 

Kunci dari perbaikan sistem bukan hanya berada pada level 

individu pelaut, tetapi pada struktur manajemen kapal dan perusahaan 

operator. Kepemimpinan kapal memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa pengaturan shift tidak hanya berjalan di atas kertas, 

tetapi juga benar-benar dilaksanakan di lapangan tanpa pengecualian. 

Dibutuhkan pula penguatan kapasitas awak kapal melalui pelatihan 

tentang hak-hak mereka berdasarkan MLC 2006, serta pentingnya 

mengenali dan melaporkan tanda-tanda kelelahan sebelum dampaknya 

meluas. 
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Dengan mengadopsi pendekatan sistemik seperti yang 

ditawarkan oleh model Hockey, manajemen kapal dapat membangun 

lingkungan kerja yang lebih adaptif dan manusiawi. Sistem kerja yang 

berbasis pada rotasi shift yang konsisten, dokumentasi jam kerja yang 

transparan, serta pengelolaan tekanan kerja secara kolektif akan 

menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayaran yang aman, 

sehat, dan berkelanjutan. Penyesuaian ini bukan sekadar memenuhi 

regulasi internasional, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi 

efisiensi dan reputasi operasional kapal. 

j. Kesadaran Hukum yang Rendah: Minimnya Internalisasi Prinsip MLC 

2006 

Meskipun MLC 2006 telah diratifikasi secara nasional (UU No. 

15 Tahun 2016), beberapa awak kapal belum memahami isinya secara 

menyeluruh. Banyak dari mereka yang bekerja hanya berdasarkan 

pengalaman atau instruksi atasan, bukan pada pedoman kerja formal 

yang berbasis hukum internasional. 

Minimnya pemahaman ini membuat pelaut cenderung menerima 

kondisi kerja yang seharusnya bisa dihindari jika prinsip MLC 

diterapkan. Artinya, edukasi internal tentang hak-hak pekerja maritim 

harus menjadi bagian penting dari budaya kerja kapal. 

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah rendahnya 

kesadaran hukum awak kapal terhadap isi dan prinsip-prinsip utama 

Maritime Labour Convention (MLC) 2006. Beberapa awak kapal 

seperti Kelasi dan Bosun mengaku tidak memahami secara rinci 

ketentuan jam kerja dan hak istirahat yang diatur dalam MLC, dan lebih 

banyak berpedoman pada kebiasaan atau instruksi atasan. 

Ketidaktahuan ini membuat awak kapal cenderung menerima beban 

kerja berlebih tanpa mempertanyakan keabsahannya, dan pada akhirnya 

menormalisasi praktik kerja yang sebenarnya melanggar standar 

internasional. 

Minimnya internalisasi prinsip MLC 2006 tidak hanya berdampak 

pada aspek perlindungan individu, tetapi juga melemahkan sistem 
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pengawasan internal di atas kapal. Ketika kru tidak mengetahui bahwa 

mereka berhak atas minimal 10 jam istirahat per hari atau bahwa lembur 

hanya diperbolehkan dalam situasi darurat tertentu, maka pelanggaran 

terhadap hak-hak tersebut akan terus terjadi tanpa disadari, apalagi 

dilaporkan. Kondisi ini membuat upaya untuk membangun sistem kerja 

yang adil dan manusiawi menjadi sulit, karena tidak ada tekanan dari 

dalam untuk mengoreksi kebijakan operasional yang menyimpang. 

Kurangnya pengetahuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi 

regulasi maritim seperti MLC 2006 masih sangat minim di tingkat 

pelaut operasional. Pelatihan yang diberikan lebih banyak berfokus 

pada aspek teknis pelayaran atau keselamatan fisik kapal, sementara 

hak-hak tenaga kerja maritim tidak dijadikan bagian penting dalam 

pembinaan. Akibatnya, pelaut hanya memahami kewajibannya tetapi 

tidak mengetahui batas-batas perlindungan yang melekat pada 

profesinya. Hal ini memperkuat relasi hierarkis di atas kapal, di mana 

keputusan atasan mutlak dijalankan tanpa ruang untuk dialog atau 

klarifikasi hukum. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi peningkatan literasi 

hukum maritim yang sistematis dan berkelanjutan. Pelatihan tentang 

MLC 2006 harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan pelaut, 

serta disertai dengan pembekalan praktis mengenai cara melaporkan 

pelanggaran dan memahami dokumen kerja seperti Rest Hour Record. 

Selain itu, perusahaan pelayaran wajib memastikan bahwa seluruh kru 

menerima informasi tertulis yang mudah dipahami tentang ketentuan 

jam kerja dan istirahat sebelum memulai tugas di kapal. Dengan cara 

ini, prinsip-prinsip MLC tidak hanya dikenal secara formal, tetapi juga 

menjadi bagian dari budaya kerja di atas kapal. 
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Tabel 4. 5 Ringkasan Temuan Penelitian Berdasarkan Rumusan Masalah 

No Rumusan Masalah Rumusan Masalah Sumber 

1 

Bagaimana penerapan sistem 

jam kerja dan waktu istirahat 

awak kapal Jatra III 

dibandingkan dengan 

ketentuan Maritime Labour 

Convention (MLC) 2006? 

a. Jam kerja melebihi 14 

jam/hari dan tidak 

tercatat secara formal 

b. Tidak tersedia 

Shipboard Working 

Arrangement dan Rest 

Hour Record 

c. Jadwal kerja tidak 

konsisten dan sering 

terganggu 

d. Pelaut tidak memiliki 

kontrol atas waktu 

istirahat 

e. Kesadaran hukum 

terhadap MLC 2006 

masih rendah 

Hasil 

wawancara dan 

observasi (Bab 

IV) 

 

Analisis 

berdasarkan 

Teori Hockey 

(2013) 

2 

Apa solusi yang dapat 

diusulkan untuk meningkatkan 

kepatuhan sistem kerja di KMP 

Jatra III terhadap standar MLC 

2006? 

a. Penambahan kru saat 

kondisi padat 

b. Penerapan sistem shift 

berbasis 3 tim 

c. Disiplin pencatatan 

jam kerja & istirahat 

d. Sosialisasi dan 

pelatihan MLC 2006 

kepada seluruh kru 

Rekomendasi 

peneliti dan 

hasil 

wawancara 

 

B. Pembahasan 

1. Penerapan Sistem Jam Kerja Dan Waktu Istirahat Awak Kapal Jatra III 

Dibandingkan Dengan Ketentuan Maritime Labour Convention (MLC) 

2006. 

Berdasarkan wawancara dengan enam narasumber, secara umum 

sistem jam kerja di KMP Jatra III dirancang dengan pola 6 jam kerja dan 

6 jam istirahat, yang pada dasarnya mendekati ketentuan Maritime 
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Labour Convention (MLC) 2006. Namun, praktik di lapangan 

menunjukkan banyak penyimpangan, terutama pada saat kapal 

melakukan bongkar muat, menghadapi cuaca buruk, inspeksi, atau 

kondisi darurat. 

 

Gambar 4.2 Dokumentasi Wawancara 

a. Mualim I dan Mualim II menyatakan bahwa secara teori shift sudah 

sesuai MLC (6 jam kerja, 6 jam istirahat), tetapi sering terganggu oleh 

kondisi operasional, sehingga waktu istirahat berkurang dan berujung 

pada kelelahan. 

b. Serang (Bosun) dan Kelasi menegaskan bahwa jam kerja sering tidak 

menentu, bahkan bisa lebih dari 8 jam sehari, istirahat terganggu 

karena sering dipanggil mendadak. Kondisi ini jelas tidak konsisten 

dengan standar MLC 2006. 

c. Mualim IV mengakui adanya pengaturan, tetapi praktiknya tidak 

ideal. Ketika terjadi keadaan darurat atau perjalanan panjang, istirahat 

tidak tercapai dan kru mengalami kelelahan fisik maupun menurunnya 

fokus. 

d. Mualim III menambahkan bahwa pada saat inspeksi atau bongkar 

muat, jam kerja dapat melebihi 14 jam per hari, sehingga istirahat jauh 

dari standar minimum 10 jam per 24 jam yang diatur MLC 2006. 

Meskipun sistem resmi shift di KMP Jatra III secara teori 

mendekati aturan MLC 2006, implementasi di lapangan belum sesuai 
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karena jam kerja sering melebihi 14 jam dan waktu istirahat kurang dari 

10 jam per hari. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko fatigue dan 

menurunkan keselamatan kerja di kapal. 

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

sistem jam kerja dan waktu istirahat di KMP Jatra III belum sepenuhnya 

sesuai dengan MLC 2006. Awak kapal sering mengalami kelelahan 

(fatigue), stress, serta kehilangan fokus akibat jam kerja yang panjang 

dan waktu istirahat yang tidak teratur. 

2. Solusi Yang Dapat Diusulkan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Sistem 

Kerja di KMP Jatra III Terhadap MLC 2006 

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam narasumber (Mualim 

I–IV, Serang/Bosun, dan Kelasi), terdapat beberapa solusi yang dapat 

diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan sistem kerja di KMP Jatra III 

agar sesuai dengan ketentuan Maritime Labour Convention (MLC) 2006. 

 

Gambar 4.3 Dokumentasi Wawancara 

 Berikut merupakan hasil analisis peneliti terhadap jawaban para 

narasumber terkait solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan 

kepatuhan sistem kerja di KMP Jatra III terhadap MLC 2006 : 

a. Narasumber 1 – Mualim I 

Mualim I menyarankan perlunya evaluasi rutin terhadap 

penerapan jadwal kerja serta penambahan kru agar beban kerja lebih 

merata. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utama adalah kurangnya 
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distribusi pekerjaan yang seimbang, sehingga jam kerja sering 

melebihi ketentuan. 

b. Narasumber 2 – Serang (Bosun) 

Bosun menekankan pentingnya pembagian kerja yang lebih 

jelas dan memastikan awak kapal memperoleh waktu istirahat yang 

terjaga. Solusi ini menyoroti perlunya sistem pengawasan internal 

yang disiplin, agar tidak ada ABK yang kelebihan beban kerja. 

c. Narasumber 3 – Kelasi 

Kelasi mengusulkan jam kerja yang lebih tetap dan larangan 

mengganggu waktu istirahat kecuali dalam kondisi mendesak. Usulan 

ini menegaskan perlunya kepastian jadwal agar ABK dapat 

memulihkan kondisi fisik dan mental sesuai standar MLC 2006. 

d. Narasumber 4 – Mualim IV 

Mualim IV menekankan bahwa pimpinan kapal harus lebih 

memperhatikan kesehatan kru, bukan hanya mengejar target 

operasional. Solusi ini memperlihatkan pentingnya pendekatan 

manajerial dan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan 

ABK. 

e. Narasumber 5 – Mualim II 

Mualim II menyarankan adanya penambahan waktu istirahat 

atau rotasi shift yang lebih fleksibel. Usulan ini menunjukkan 

perlunya adaptasi sistem kerja dengan kondisi operasional tanpa 

mengorbankan standar MLC 2006. 

f. Narasumber 6 – Mualim III 

Mualim III mengusulkan adanya rotasi kru tambahan agar pola 

istirahat lebih teratur. Solusi ini berfokus pada penyediaan tenaga 

kerja cadangan untuk mengurangi jam kerja berlebih, khususnya saat 

bongkar muat dan inspeksi. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa solusi yang 

paling relevan adalah penambahan kru, evaluasi dan pengawasan disiplin 

jadwal kerja, serta penekanan pada pentingnya keseimbangan antara jam 

kerja dan waktu istirahat. Implementasi solusi tersebut diharapkan 
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mampu menekan risiko kelelahan (fatigue), meningkatkan keselamatan 

kerja, serta memastikan kepatuhan KMP Jatra III terhadap MLC 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sistem jam kerja awak 

kapal KMP Jatra III dan analisis berdasarkan ketentuan MLC 2006 serta teori 

kelelahan kerja menurut Hockey (2013), dapat disimpulkan beberapa poin utama 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data wawancara dan observasi, ditarik kesimpulan  

mengenai kepatuhan jam kerja di KMP Jatra III terhadap Maritime Labour 

Convention (MLC) 2006. Ditemukan adanya kesenjangan signifikan antara 

standar internasional dan praktik di lapangan. Kondisi ini, yang dianalisis 

menggunakan teori kelelahan kerja, menunjukkan bahwa jam kerja berlebih, 

kurangnya kontrol awak kapal, dan tekanan operasional berdampak langsung 

pada kesejahteraan dan keselamatan kru. Berikut adalah rincian kesimpulan 

dan solusi yang diusulkan : 

1.  Penerapan sistem jam kerja dan waktu istirahat di kapal Jatra III 

teridentifikasi belum sesuai dengan ketentuan MLC 2006, dari keseluruhan 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem jam kerja dan 

waktu istirahat di KMP Jatra III belum sepenuhnya sesuai dengan MLC 

2006. Awak kapal sering mengalami kelelahan (fatigue), stress, serta 

kehilangan fokus akibat jam kerja yang panjang dan waktu istirahat yang 

tidak teratur. Meskipun sistem resmi shift di KMP Jatra III secara teori 

mendekati aturan MLC 2006, implementasi di lapangan belum sesuai 

karena jam kerja sering melebihi 14 jam dan waktu istirahat kurang dari 

10 jam per hari. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko fatigue dan 

menurunkan keselamatan kerja di kapal. 

2.   Dari hasil analisis data dan wawancara Solusi yang dapat diusulkan untuk 

meningkatkan kepatuhan sistem kerja di KMP Jatra III sesuai dengan 

ketentuan Maritime Labour Convention (MLC) 2006, adalah penambahan 

kru, evaluasi dan pengawasan disiplin jadwal kerja, serta penekanan pada 
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pentingnya keseimbangan antara jam kerja dan waktu istirahat. 

Implementasi solusi tersebut diharapkan mampu menekan risiko kelelahan 

(fatigue), meningkatkan keselamatan kerja, serta memastikan kepatuhan 

KMP Jatra III terhadap MLC 2006. 

B.   SARAN 

1.  Untuk Perusahaan Pelayaran (Operator Kapal) 

a. Menetapkan sistem kerja berbasis tiga rotasi dengan pembagian shift 

yang jelas dan konsisten untuk menyeimbangkan beban kerja dan waktu 

istirahat. 

b. Menyediakan serta menerapkan Shipboard Working Arrangement dan 

Rest Hour Record yang dicatat disiplin dan diverifikasi secara berkala. 

c. Menambah kru pada musim padat atau saat pelayaran intensif untuk 

mencegah kelelahan berlebihan. 

d. Melakukan evaluasi internal secara rutin dan menyertakan feedback dari 

awak kapal dalam perumusan kebijakan kerja. 

2. Untuk Regulator/Pemerintah 

a. Memperkuat pengawasan penerapan MLC 2006 di kapal berbendera 

Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian 

Ketenagakerjaan.. 

b. Melakukan audit dan inspeksi mendadak yang mencakup dokumentasi 

jam kerja dan waktu istirahat. 

c. Menyusun regulasi turunan dari UU No. 15 Tahun 2016 yang lebih teknis 

dan mudah diterapkan. 

d. Menyelenggarakan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman 

pelaut terhadap regulasi maritim. 

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara terstruktur, 

KMP Jatra III tidak hanya akan memenuhi standar internasional MLC 2006, 

tetapi juga meningkatkan moral, produktivitas, dan keselamatan kru, yang 

pada akhirnya akan berdampak positif pada operasional kapal 

secara keseluruhan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Ship Particular 
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Lampiran 2 Crew List 
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Lampiran 3 Jadwal Tugas Jaga Laut KMP. Jatra III 
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Lampiran 4 Sign On Sign Off 
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Lampiran 5 Surat Izin Berlayar 
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Lampiran 6 Masa Layar 
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Lampiran 7 Form Shipboard Working Arragement (SWA) 
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Lampiran 8 Form Rest Hour Record 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Lampiran 9 Formulir Hasil Wawancara 

 

No Narasumber & 

Jabatan 

Pertanyaan Jawaban 

 

1 Narasumber 1 – 

Mualm I 

Bagaimana pengaturan jam 

kerja dan waktu istirahat di 

kapal tempat Anda bekerja? 
Apakah sudah sesuai dengan 

standar MLC 2006? 

Shift 6 jam kerja dan 6 jam 

istirahat, umumnya sesuai 

MLC 2006, tetapi kadang 
lebih lama saat 

darurat/bongkar muat. 

  Apa dampak sistem tersebut 

terhadap kondisi fisik dan 

mental Anda? 

Jika jadwal normal, fisik dan 

mental terjaga. Saat masuk 

pelabuhan, istirahat 

terganggu dan cepat lelah. 

  Pernahkah mengalami 
kelelahan, stres, atau kehilangan 

fokus karena jadwal 

panjang/tidak menentu? 

Pernah, terutama saat jadwal 
padat atau cuaca buruk, 

kehilangan fokus dan sangat 

lelah. 

  Saran agar jam kerja dan 

istirahat lebih seimbang. 

Perlu evaluasi rutin dan 

penambahan kru. 

2 Narasumber 2 – 
Serang (Bosun) 

Bagaimana pengaturan jam 
kerja dan istirahat? Apakah 

sesuai MLC 2006? 

Berdasarkan instruksi 
atasan, biasanya 8 jam/hari, 

bisa lebih. Tidak selalu 

sesuai MLC. 

  Dampak terhadap fisik dan 

mental? 

Cepat capek, istirahat tidak 

menentu, kadang kurang 

segar. 

  Pernahkah mengalami 

kelelahan/stres? 

Pernah, terutama saat kerja 

malam, kepala pening dan 

fokus berkurang. 

  Saran perbaikan. Pembagian kerja lebih jelas 

dan istirahat dijaga. 

3 Narasumber 3 – 

Kelasi 

Bagaimana pengaturan jam 

kerja dan istirahat? Apakah 

sesuai MLC? 

Jam kerja tidak tetap, 

kadang terganggu karena 

panggilan tugas. 

  Dampak terhadap fisik dan 

mental? 

Ngantuk saat kerja malam, 

badan capek jika kerja terus 
tanpa jeda. 

  Pernahkah mengalami 

kelelahan/stres? 

Pernah, terutama setelah 

kerja malam dan siangnya 

tetap dipanggil. 

  Saran perbaikan. Jam kerja lebih tetap, 

istirahat tidak diganggu 

kecuali mendesak. 

4 Narasumber 4 – 

Mualim IV 

Bagaimana pengaturan jam 

kerja dan istirahat? 

Sudah diatur, tapi tidak ideal 

saat darurat. 

  Dampak terhadap fisik dan 

mental? 

Badan sering pegal, cepat 

lelah, fokus menurun jika 

kurang tidur. 

  Pernahkah mengalami 

kelelahan/stres? 

Pernah, terutama saat 

pelayaran panjang dan cuaca 

buruk. 

  Saran perbaikan. Pimpinan harus menjaga 

kesehatan kru, tidak hanya 

target kerja. 
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5 Narasumber 5 – 

Mualim II 

Bagaimana pengaturan jam 

kerja dan istirahat? 

Shift 6 jam kerja, 6 jam 

istirahat. Sesuai teori MLC, 

tapi praktik tergantung 

kondisi laut. 

  Dampak terhadap fisik dan 

mental? 

Jika sering terganggu, badan 

tidak pulih, mental mudah 

tertekan. 

  Pernahkah mengalami 

kelelahan/stres? 

Pernah, apalagi saat masuk 

pelabuhan, fokus kacau. 

  Saran perbaikan. Tambah waktu istirahat atau 

rotasi shift fleksibel. 

6 Narasumber 6 – 

Mualim III 

Bagaimana pengaturan jam 

kerja dan istirahat? 

Jam kerja padat, kadang 

lebih dari 14 jam saat 

inspeksi/bongkar muat. 

  Dampak terhadap fisik dan 
mental? 

Kurang tidur membuat kerja 
tidak maksimal. 

  Pernahkah mengalami 

kelelahan/stres? 

Sering, fokus hilang di 

malam hari jika siangnya 

tidak sempat tidur. 

  Saran perbaikan. Rotasi kru tambahan agar 

istirahat lebih teratur. 

 

Lampiran 10 Pertanyaan Formulir observasi 

 

No Uraian Observasi Hasil Pengamatan Keterangan 

1 Ketersediaan 

Shipboard Working 

Arrangement di ruang 

ABK 

Ada Dokumen tersedia di 

ruang ABK, namun 

tidak selalu diperbarui 

sesuai kondisi terbaru. 

2 Ketersediaan Rest 

Hour Record yang 

terisi lengkap 

Ada sebagian Form tersedia, tetapi 

tidak semua shift 

dicatat dengan 

disiplin. 

3 Pelaksanaan jadwal 

kerja dan istirahat 

sesuai dengan 

dokumen yang ada 

Tidak selalu Sering terjadi 

perbedaan antara 

jadwal tertulis dan 

praktik di lapangan. 

4 Gangguan istirahat 
akibat pekerjaan 

mendadak di luar jam 

jaga 

Sering Terjadi saat bongkar 
muat, inspeksi 

mendadak, dan 

kondisi cuaca buruk. 

5 Kesesuaian jumlah 

kru dengan beban 

kerja 

Kurang Kru terbatas 

menyebabkan jam 

kerja lebih panjang 

dari standar MLC 

2006. 

6 Fasilitas istirahat 

(ruang tidur, ventilasi, 

kebersihan) dalam 

kondisi layak 

Cukup layak Fasilitas tersedia, 

namun kebersihan 

terganggu pada 

musim pelayaran 

padat. 
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Lampiran 11 Kegiatan Selama Melaksanakan Praktek Laut (PRALA) 

 

 

ABK KMP. Jatra III Saat Makan Bersama 

 

ABK KMP. Jatra III Saat Melaksanakan Safety Meeting 
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ABK KMP. Jatra III Saat Melaksanakan Latihan Keadaan Darurat 

 

 

ABK KMP. Jatra III Saat Melaksanakan Latihan Keadaan Darurat 
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